WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR [ TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASE
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA TUAL

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA E3A

WALIKOTA TUAL,

Menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan panduan dan pedoman
kinerja guna memaksimalkan peran dan tanggung jawab
dalam pelaksanaan tugas den pekerjaan serta pemnberian
motivasi yang dapat menghesilkan kinerja yang optimal,
meka perln disusun lUraian tugas dan jabatan sgecara
sistematis dan terpaduy;

b bahwa untuk menindak lanjud ketentuan pasal 19
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Organisasl Perangkat Daerah Kota Tusl maka perlu ureian
fuges jabatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
organisasi,

c. bahwa berdasarkan pertimbangen sebageimana dimaksud
pada huruf & dan huruf b di atas, periu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Tual

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1857 teniang
Pembentukan Deerah-Dacrah Swatantra Tingkat 1 Dalam
Wikyah Daerah Swantanira Tingkat ] Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomer 111,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 1645); :

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tenteng
Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomer 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247}

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tetang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nesional (Lembarna Negara
Republik ndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Iridonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Notmor 44384

A




10.

11,

12,

13.

14,

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tenlang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Tondonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang P=ngelolaan
Wilayeh Pesisitr dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabhun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentulkan Kota Twal o Provinsi Maluku (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,
Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia,

Nomor 4747);

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Nesgara Republik
Indonesia Tahun 2071 Nomor 07, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tehun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undengan [Lembearan
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 ‘Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesie
Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negarp Republik Indonesia

Tehun 2014 Nomor 06, Tembkahen Lembaran Negara

Republik Indenesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneaia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tfeniang Perubahan  Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
MNegara Republik I[ndonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 358,
Tambahan  Lembaran  Negara ~ Republik Indomesia
Nomor 3679];

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 4018) sebagalmana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 WNomor 33,




Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4194];

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonmesia Tabun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

16. Peraturan Pemernintah Nomor 14 Talunm 2016 tentang
Penyelenggaraan Perummahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republk [ndonesia Tahun 2016
Nomor 101, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5883);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri MNemor &0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20135 Nomor 2036);

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Momor O2/PRT/M;2016 tentang Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
(Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2016 Nomor 172}

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkal Daerah (Lembemen Negara Republik Indonesia
Tahun 201& Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

20, Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susupan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Tual {Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016

Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota  Tuaal
Nomor 7096).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG URAIAN @ TUGAS

JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA TUAL.

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yvang dimaksud dengan:

a

b,

d.

Daerah Otonom yang selanjuinya  disebut Daerah  adalah  Daerah
Kota Tual,

Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentinpan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendinn  berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan;

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan Pemerintah cleh
Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Tugas Pembantuan adalah pemagasan dari Pemerintah kepada Daerah
danfatau Desa, dari Pemerintah Prowinsi kepada Kabupaten/Kota
danfatan Desa serta Darl Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa
unfuk melaksanakan tugas tertentu;

Perangkat Daecrah adalah orgamisasi pada Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan



pemerintzhan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Dinas Dacrah, dan Lembaga Teknis Daerah;

Permerintah Daerah adalah Pemerintah Daersh Kota Tual;

Walikota adalah Walikota Tual;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permuliman adalah SBatuan Kerja

Perangkat Daerah sebagal unsur pclaksana Otonomi Daeral sesal

Tugas Pokok dan Fungsi;

j.  Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan ‘Tugas,
tanggung @awab dan wewenang setta hak seorang Pegawai Negerl Sipil
dalam rangka memimpin suatu Satuan Organsasi Negara;

k Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan Tugas,
Tanggung jawab dan Wewenang serta hak secrang Pegawai Negeri Sipil
dalarn suatu Satuan Organisasi yang delam melaksanakan tugasnya
berdasarkan pada keahlian dan/atau ketcrampilan tortentu serta bersi fat
mandir.

rp':[q [}

‘BAB II
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISAS]

Pasal 2

(1} Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permulkiman
Kota Tual, terdiri dari:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
1} Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,
2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
¢ Kepala Bidang Perumahan, terdmi dart:
1] Kepala Secksi Penataan dan Penyediaan Perumahan,
%) Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
J) Kepala 3eksi Pengawasan dan Pengendslian Perumaban.
d Kepala Bidang Kawasan Permukiman, terdini dart
1) Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukimar;
3 Kepala Seksi Pengawasan dan  Pengendalian  Kawasan
Permukimari;
31 Kepala Seksi Infrastruktur Permuldman .
(2] Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
3} Kelompok Jabatan Fungsional -

Hagian Kedua
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinaz Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kot di bidang Perumahan dan
Rawasan Permukiman, dipiinpin oleh seorang kepala dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabr kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual, mempunyal tuges
membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dacerah di bideng
FPerumahan dan Kawaszan Permukiman dalam rangka pelaksanzan tugas




desentralisasi, tugas pembantuan dan tugastugas lam yang diberikan
Walikota.

Pasal &

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada Pasal 8§
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan {ungsi:

.

b.

o

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

Menyelenggarakan urusan pemeéerintahan dan pelaksanaan pelayanan
umum di Bideng Perumehan dan Kawaesan Permukiman berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangam,

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

Pemhinaan Unit Pelaksana Tekmis Dinas;

Pengelolaan Urusan Kesekretariaten Dinas;

Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota
di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bapgi:n Ketiga
KEPALA DINAS

Pasal &

Uraian tugas Kepala Dinas, sebagai benkut:

2.

s

.

o n

}
k

1

Merumuskan kf:bl_lakan tekmiz di  bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman sesuai dengan kebijakan yarg ditetapkan Walikota;
Menyusun prograrm dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah
dan jangka panjang;

Menyelenggarakan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan
perencanaan dan  evaluasi, keuangan serta  urusan  umum  dan
kepegawaian;

Merumuskan kebijakan teknis sesuai linglup tugasnya;

Melakukan Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan
kegiatan bidang perumahan;

Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang perumahan dan Kawasan
permukiman;

Menvelenggarakan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang
perurnahan dan permukiman, dan bidang prasarana bangunan gedung;
Menvelenggarakean administrasi  dan  pelayanan umum  kepada
masyarakat dalam lingkup tugasnya;

Melaksanakan pembinaan terhadap umit pelaksana teknis sesual dengan
lingkup (ugasnya;

Melaksanalcan koordinasi dengan unsur- terkait lainnya dalam setiap
penyelenggaraan kegiatan dinas;

Melaksanakan tugas-tugas lam jrarg diberikan oleh Waliketa sesual
denpan lingkup tugas dan

Menyusun Standar Operasional Prosedur {SOP);

m Menyusun Standar Pelayanan Mini mal {SPM).

Bagian Keempat.
SEKRETARIS DAN KEPALA SUB BAGIAN

Pasal 7

Uraian Tugas Sekretaris, schagai berikout:

a.

[

Menghimpun, mengkoondinasikan, perencanaan dan pelaksanaan
program ketatausahaan dan wusan rumah tangga Dinas,
Mengkoordinit peleksanaan pembinaan organisasi tata laksana Dinas;



o
d

2

(1}

(2!

Mengkoordinir pengelelaan adminstresi  kepegawaian, administrasi
persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga dinas;
Mecnyiapkan data, informasi, hubungan masyarakat dan
penyelenggaraan penyusunan dokumentiasi dan perpustakaan;
Melaksanalkan tugas-rugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya. '

Pasal 8

Uraian Tugas Kepala Sub Bagimn Perencanaan dan Keuangan, sebagai
berikut:
Menyusun rencana kesiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangarn,
Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
Menyiapkan bahan pelaksansan kegiatan perencanaan;
Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan:
Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
Mengelola administrasi keuangan, verifikas:, dan perbendaharsan
dinas;
Menyusun laperan keuangan dinas;
Mengelola administrasi pendapatan;
Menyviapkan bahan perhitungan anggaran dinas;
Melaksanakan analisis dan penyayan data;
Mengelola sistem  informasi, pelayanan data, dan informasi
pembangunan di bidang perumahan dan permukiman;,
Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan
kinerja tahunen dinas, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
. Menyusun rencana kerja samg,
Menyusun pefunjuk pelaksanaan program dan kegiaran dines;
Menyusun ketatalaksanaan: program dan kegiatan;
Melaksanakan pemaniauan dan evalpasi dampak pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;
Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas:
Menyusun laporan kemajsan pelaksanaan program dan kegiatan
dinas;
Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas,
Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanasn norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bideng Prograrm dan Keuangan;
U Melaksanakan monitoring, evalsasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Program dan Keuangan

Uranan Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegaweaian, sebagai
berilaat:

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

h Menyiapkan bahan pelaksanaan kepiatan umum;

¢ Melaksanakan koordinasi dan. pengelolaan peraturan
Perundang-Undangan;

Mengelola surat-menyurat dan kearsipan;

Melaksanakan pengendalan mternal dinas

Menyusun rincian tugas dinas;

Mengelola urusan rumah

Mcngelola sarana dan prasarana perkantoran;

Mengelola perpustakaan;

Melaksanakan hubungan masyvarakat;

Mengelola perjalanan dinas;

Menganalisis rencana keébutuhan, kualifikasi, dan kompetensi
pegawai;

m. Memberikan pelayanan adminisuasi kepegawaian;

n. Melaksanakan pengembangan pegawad;
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Menyelenggarakan analisis jabatan;

Mengelola teta usaha kepegawaian;

Menganalisis beban kerja;

Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai scrta
pengawasan meleleat;

Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikas jabatan;
Menyiapkan bshan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di Bidang Umum dan
Kepegawaiar,

n. Menyiapkan hahan evaluasi kinerja pegawal;

Melaksanakan monitoring, ¢valuasi, dan pelaporan  kegiatan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Kelima
BIDANG PERUMAHAN
Pasal ©

Hom o

~

Uraian Tugas Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman, sebagai berikut:

a

{1

Menyelenggarakan perencanaan teknis dan pembangunan perumahan
beserts. sarana <an prasarana bogkungan yeng didanai oleh Pemerintah
baik di perkotaan maupun pedesaan;

Memberikan bantaan teknis yang berkaitan dengan pembangunan
perumahan yang ditalkukan oleh swasta;

Melekukan pengelolasn dan manajerial rumah susun yang dibangun
melalvi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meupun
Anggaren Pendapalan dan Bejanja Daerah (APBDj;

Membantu plhak swasta dalam menerapakan standar perumabat;
Menyelenggarakan kegiatan dari Pemerntah  Pusat yang  berkaiten
dengan perumahan;

Melakukan perencanaan, pengembangan, dan pembangunets rumah
susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

Merencanakan dan melaksanakan pembangunan penyediaan serana dan
prasarana di lingkungan perumahan dan permukiman;

Memberikan laporan dan advis kepada Kepalg;

Membantu swasta dalam menerapkan standar peruméhan dan
permukiman;

Memberikan bantusn teknis yang berkaitan dengan pembangunan
perumahan yang dilakukan oleh. instansi pemerintah maupun swasts;
Melaksanakan pembinaan penyuluban lenlang rurah sehat;
Menyelenggarakan pembangunan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan
Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.

Pazal 10

Urarzan Tugas Kepala Scksi Penataan dan Penyediaan Perumahan,

scbagel berikut:

a. Melakukan perencanaan, pengembangan, dan pembangunan rumah
bagi masyarakat berpenghasian rendah;

b Memberikan bantuan tekmzs yamg berkaitan dengan pembangunan
perumahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ataupun swasta,

c. Melakukan rehabilitasi ramah korban bencana;

d Menyediakan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi karena

Progam Pemerintah;

e Menyelenggarakan keg:atdn dari Pemerintah Pusat yang berkaitan

dengan perumahan,



(2}
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f. Melaksanakan pembinaan penyuluhan tentang rumah schat;

g Menyelenggarakan pembangunan Kawasan Siap Bangun (KASIBA)
dan Lingkungan Siap Bangun {LISIBA});

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesum
tugas dan fungsiny .

Uralan Tugas Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umim sebagad

berikut:

aMenyiapkan rencana program dan kegiatan Seksi Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum;

b Menyusun bahan petunjuk teknis lingkung perencanaan sarana dan
prasarana dasar dan utilitas umurm

¢. Membantu penyiapen bahan dan data perencanaan — Drasarana,
sarana can utilitas umm,

d. Penyiapan bahap rekomendasi prasarana, sarena dap ulilitas di
kawasan perumahan dan permukiman

e. Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam kawasan
perumaharn;

f. Melaksanakan tugas lain yapg diberikan olel Kepala Bidang sssuai
tugas dan fungsinya.

Uralan Tuges Kepala Sekel Pengawasan dan Pengendalian Perumahan,

scbegai  berikut:

a Menyiapkan rencana program dan kegiatan Seksl Pengawasan dan
Pengendalian Perumahan;

B Menyusun dan menerapkan Norma standard menual di Bidang
Perumahari

c Melaksanakan sosialisasi kebijakan, strategi, program dan Norma
Standard Manuel Bidang Perumahan;

d Menyiapkan rekomenadsi penerbitan izin pembangunan  dan
pengembangan perumahan;

e Melalkukan mernitoring den evaluasi pengermbang perumahan.

Bagian Keenam
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 11

Uraian Tugas Kepala Bidang Permukiman, sebagal berikut:

a

oo

o

(1)

Menyusun petunjuk teknis dan pembinaan dalam penyusunan
perencanaan permukiman,

Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang permukiman;
Melakukan pengawasan dan pengenadalian permukimar;

Melalcukan perencanaan, pembangunan den rehabilitasi prasarana
di Bidang Permulaman,

Melaksanakan tugas-tugas hin yang diberikan Kepala Dinas sesual
dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Uraian Tugas Kepala Scksi Penataan dan Pengembangan Kawasan

Pertmukiman, sebagai berikut:

a Melaksanakan perencanaan penataan dan pengembangan kawasan
permukiman;

b Menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumub;

¢ Menjabarkan perintah atasan melalui pengkafian permasalaban dan
Peraturan Perundang-Undangan;

d Melaksanakan tugas-tugas kin yang diberikan Kepala Bidang sesual
dengan lingkup tugas dan fungsinya.




{2) Uraian Tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman,
sebagai bertkut:
g Membaniu menviapkan rekomendasi pencrbitan iz pembangunan
dan pengembangan kawasan permukimar;
b. Mencegah kawasan permukiman kumub di 'Wilayah Kota;
c. Melaksanakan tugas-ugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.
(3} Uraian Tugas Kepala Seksi Infrastrukitur Permukiman, sebagai berikut:
a. Melaksanakan peneriiban, pengawasan, dan pengendalian terhadap
pembangunan Uinfrastrukoner permukiman.
b. Melaksanakan persiapan pembangunan, bangunanffasilitas wmuam
dan sarana permukiman ;
¢ Mrelaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, bantuan
telenis infirastruktur lingkumgan. permulamar;
d Melaksanakan tugas lain yang diberikan okeh Kepala Bidang.

BAB (I
KE TENTUAN PERALIHAN

. Paesal 13

Peryjabaran Uraian Tugas Unit Pelaksana Tcknis Dinas akan ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

BAB [V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Walikota ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota iri dengan pernempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual

peran’ (31 Twal
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Diundangkan di Tual

pada tanggal 08Januari 2017
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BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 237




